Landasan Yuridis Pendidikan

BBM 6

LANDASAN YURIDISSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendahuluan

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan demgangacu kepada landasan
yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berwpaang-undang maupun peraturan
pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik damaga kependidikan perlu
memahami berbagai landasan yuridis sistem pé@iidinasional tersebut dan
menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan perayang diembannya. Dengan
demikian diharapkan akan tercipta tertibnya pemggaraan sistem pendidikan nasional

yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapataircga tujuan pendidikan nasional.

BBM ini akan membantu Anda dalam memahami berbdmaidasan yuridis
sistem pendidikan nasional, khususnya landasardigugenyelenggaraan pendidikan
pada SD/MI baik yang termaktub dalam Undang-Und&agpar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 Trentaistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dasen, serta Peraturan
Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang StandaohasPendidikan.

Materi BBM ini terdiri atas tiga sub pokok bahas&8nb pokok bahasan pertama
membahas landasan yuridis penyelenggaraan sistadidgean nasional. Sub pokok
bahasan kedua membahas landasan yuridis penyetaeaggsistem pendidikan nasional
pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Adauimnpokok bahasan ketiga membahas
tentang standar nasional pendidikan SD/MI dan gahagai pendidik professional.

Setelah mempelajari BBM ini, Anda diharapkan memahberbagai landasan
yuridis sistem pendidikan nasional, khususnya laadayuridis penyelenggaraan
pendidikan pada SD/MI dan landasan yuridis mengegaiu sebagai pendidik
profesional. Untuk  mencapai tujuan tersebut, Apéau dapat melakukan hal-hal
berikut:

1. Menjelaskan landasan yuridis cita-cita dan amargtganai penyelenggaraan

sistem pendidikan nasional.
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2. Menjelaskan landasan yuridis tentang dasar, fuhgsin, dan prinsip
penyelenggaraan pendidikan di dalam sistem peatidansional.

3. Menjelaskan landasan yuridis tentang hak dan kbamjwarga negara, orang tua,
masyarakat, Negara, Pemerintah dan pemerintahidaera

4. Menjelaskan landasan yuridis tentang jalur jenjaagjan, dan jenis pendidikan.

5. Menjelaskan landasan yuridis tentang kurikulum blaimasa pengantar.

6. Menjelaskan landasan yuridis tentang peserta didikdidik dan tenaga
kependidikan.

7. Menjelaskan landasan yuridis fungsi dan tujuandaanasional pendidikan.

8. Menjelaskan landasan yuridis lingkup Standar Nadi®endidikan pada jenjang
pendidikan dasar.

9. Menjelaskan landasan yuridis tentang guru sebagaldidik profesional.

Materi BBM disusun menjadi tiga kegiatan pembetajasebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1 : Landasan Yuridis Penyelergga Sistem Pendidikan Nasional.

Kegiatan Belajar 2 : Landasan Yuridis Penyelergga Sistem Pendidikan Nasional

pada Jalur, Jenjang dan Satuan Pendidikan.

Kegiatan Belajar 3 : Standar Nasional Pendid&B¥"MI dan Guru sebagai Pendidik

Profesional.

Petunjuk Belajar

Agar dapat memahami materi BBM ini dengan baikasemtncapai kompetensi

yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut i

1.

Sebelum membaca BBM ini, pelajari terlebih dahdasgrium pada akhir BBM yang

memuat istilah-istilah khusus yang digunakan deB8i ini.

. Baca materi BBM dengan seksama, tambahkan catatggip berupa tanda tanya,

pertanyaan, konsep lain yang relevan sesuai pemilang muncul.

. Terdapat keterkaitan antara materi sub pokok bahkssatu (kegiatan pembelajaran

satu) dengan materi sub pokok bahasan kedua (Begmgmbelajaran kedua) dst.
Materi pada kegiatan pembelajaran kesatu beringlikerhadap materi kegiatan

pembelajaran kedua dst. Karena itu untuk menguesseluruhan materi BBM ini
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mesti dimulai dengan memahami secara berurutarrimadelul pada setiap sub pokok
bahasan yang disajikan pada kegiatan pembelajatanssd. kegiatan pembelajaran
tiga secara berurutan.

4. Cermati dan kerjakan latihan yang diberikan. Dalaengerjakan latihan tersebut,
gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai sebgdumiPengetahuan dan
penghayatan berkenaan dengan pengalaman hidup Aeldari-hari akan dapat
membantu penyelesaian tugas.

5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gumekanci jawaban untuk membuat
penilaian benar /tidaknya jawaban Anda.

6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorieptanuka untuk digunakan dalam

pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.
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Kegiatan Belgjar 1

LANDASAN YURIDIS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Melalui kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji dws, yaitu landasan yuridis
sistem pendidikan nasional yang bersumber dari bigrdlindang Dasar Negara RI Tahun
1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang RI No. 20 Tah@®32 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Kajian dalam kegiatan pembgajini meliputi cita-cita nasional
mengenai pendidikan; amanat UUD 1945 mengenai pemygaraan sistem pendidikan
nasional; pengertian pendidikan, pendidikan nadjotan sistem pendidikan nasional;
dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi penkiai nasional, dan prinsip penyelenggaraan
pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orargy tnasyarakat, negara dan
pemerintah; serta wajib belajar. Dengan demikigelale mempelajari kegiatan belajar
ini Anda akan dapat menjelaskan landasan yuridms/glenggaraan sistem pendidikan
nasional berdasarkan UUD 1945. Selain itu Anda pkgn dapat menjelaskan landasan
yuridis berdasarkan UUD 1945 maupun UU RI No. 2tuta2003 berkenaan dengan:
pengertian pendidikan, pendidikan nasional daresigbendidikan nasional; visi, misi,
fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dansp penyelenggaraan pendidikan; hak
dan kewajiban warga negara, orang tua, masyaraiegara dan pemerintah; serta wajib

belajar.

1. Cita-cita Pendidikan dan Amanat UUD Negara R.l. Tahun 1945 (UUD 1945)
Mengenai Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pgidal? Agustus 1945.
Sehari setelah itu, pada tgl. 18 Agustus 1945 RaRirsiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negapabila Anda mengkaji alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, di sana tersurat elairat cita-cita nasional di
bidang pendidikan, yaitu untukencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan
ini, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan &amerintah mengusahakan dan
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menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasiora@amd rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

2. Definisi Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional

Sebagaimana telah Anda pelajari dalam BBM 5 (LaadaHistoris Pendidikan)
bahwa Pemerintah telah memberlakukan UU Rl Nahdirt 1950 Tentang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah yuncto UU BI N2 Tahun 1954. Sejak 27
Maret 1989 undang-undang tersebut diganti dengarRUNo. 2 Tahun 1989 Tentang
“Sistem Pendidikan Nasional”. Adapun sejak tangd@al Juli 2003 Pemerintah
memperbaharui dan menggantinya dengan Undang-dridepublik Indonesia No. 20
Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional’riM#a kaji apa yang dimaksud
dengan pendidikan, pendidikan nasional dan sisemdigdikan nasional menurut undang-
undang tersebut.

Pendidikan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.l. No. 20 Tahur8200
dinyatakan bahwa: “Pendidikamadalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agargodskkt secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituakdgamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kefgitan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional
adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila datanidgAiUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar padai-miki agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutarbg@ean zaman (Pasal 1 ayat 2 UU
RI No. 20 Tahun 2003). Adapun sistem pendidikagiamal adalah keseluruhan
komponen pendidikan yang saling terkait secaraatkrpuntuk mencapai tujuan
pendidikan nasional (Pasal 1 ayat 3 UU RI No. 20ufa2003).

3. Dasar, Vis, Mis, Fungs, Tujuan, Strategi Pendidikan nasional, dan Prinsip
Penyelenggaraan Pendidikan

Dasar Pendidikan Nasional. Tersurat dalam Pasal 2 Undang-Undang R.l. No. 20
Tahun 2003 bahwa: “Pendidikan nasional berdasaRamcasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
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Viss dan Mis Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan nasional adalah
terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata Isgaray kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan semua warga negara Indonesia benmkgmbanjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawattatgan zaman yang selalu
berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikasional mempunyai misi sebagai
berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatgmerméh pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potengi lzeragsa secara utuh sejak
usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujnakasyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proseadigkan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang betmora

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas gabpendidikan sebagai pusat
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan , pemgal, sikap, dan nilai
berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam peggal@an pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negasati@n Rl (Penjelasan atas UU
RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikandyiad).

Fungs dan Tujuan Pendidikan Nasional. Sebagaimana termaktub dalam pasal
3 UU RI No. 20 Tahun 2003, serta berdasarkan vesi dnisi tersebut di atas,
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kepnam dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam aramgkcerdaskan kehidupan
bangsa”. Adapun tujuan pendidikan nasional adalatuku“berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bdatakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakegaté, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawalsa{Fadan Penjelasan atas UU RI
No. 20 tahun 2003).

Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional. Pembaharuan sistem pendidikan
memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pemiiaan pendidikan nasional
meliputi:

Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasigetensi;
proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikangyememberdayakan;
peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenagardidikan;
penyediaan sarana belajar yang mendidik;

ogkrwnE
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7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan pringiera¢aan dan berkeadilan;

8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

9. pelaksanaan wajib belajar;

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11.pemberdayaan peran masyarakat;

12.pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

13.pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikaonab¢Penjelasan atas UU RI
No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nagional

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan
nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidiklasarkan kepada prinsip-prinsip
sebagai berikut:

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis darkedm#lan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasinosa, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuag sistemik dengan sistem
terbuka dan multi makna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu prosebud@yaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketedadamembangun kamauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam prpsmbelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkaydumiembaca, menulis, dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakanaskomponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan péalign mutu layanan
pendidikan (Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003).

4. Hak dan Kewajiban warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Negara dan
Pemerintah

Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan
jaminan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak meatd@endidikan”. Selanjutnya
dalam Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2003 dijabarkgndahwa:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama urgakperoleh pendidikan yang
bermutu.

(2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emagiomental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakamtpa snasyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan layananudus

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dakatbistimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatanngkatkan pendidikan
sepanjang hayat.
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Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Berkenaan dengan
Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (4) UU RI No. 20 Tahod32 Pasal 32 UU RI No. 20 Tahun
2003 menyatakan:

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi pedatila yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran lalaainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecemda@sm bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan pagerta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yargeneil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mempgetirekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusupetalidikan layanan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat @y tedih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Di samping mempunyai berbagai hak tersebut di at&etiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahilwajembiayainya” (Pasal 31 ayat
(2) UUD 1945). Selanjutnya Pasal 6 UU RI Tahun260t&nyatakan:

(1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dehge belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadapl&egsungan penyelenggaraan
pendidikan.

Hak dan Kewajiban Orang Tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada
pasal 7 UU RI No. 20 tahun 2003, yaitu:

(1) Orang tua berperan serta dalam memilih satuandigikan dan memperoleh
informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkévaaj memberikan pendidikan dasar
kepada anaknya.

Hak dan Kewajiban Masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub
pada pasal 8 dan pasal 9 UU RI Tahun 2003. Pasarfatakan: “ Masyarakat berhak
berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaanawssan, dan evaluasi program
pendidikan”. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa: “Meskat berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam penyeleraggpemdidikan”.

Kewajiban Negara. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan agarpdide

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kungng 20% dari anggaran
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pendapatan dan belanja negara serta dari anggeadapatan dan belanja daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikanmasio

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. “Pemerintah dan
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbirggmbantu, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perggarandang-undangan yang berlaku”
(Pasal 10 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Di samping mempunyai berbagai hak tersebut, pemadrijuga mempunyai
berbagai kewajiban. Apabila Anda mengkaji kembabka& 31 ayat (2) UUD 1945, maka
dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewajiipéuk membiayai pendidikan
dasar bagi setiap warga negara. Adapun Pasal 31(®y8dUD 1945 mengamanatkan
agar:“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan damdleg§i dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa unkéimajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya men@asdalP1 UU RI No. 20 Tahun 2003
bahwa:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib member&ganan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermagu detiap warga negara tanpa
diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamisedeanya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga aegang berusia tujuh sampai

dengan lima belas tahun.

5. Wajib Belajar

Wajib belajar adalah program pendidikan minimalg/&arus diikuti oleh warga
negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintalpetaarintah daerah. Pasal 34 UU
RI No. 2003 menyatakan:

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapatikoéngogram wajib belajar.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersgdesugya wajib belajar minimal
pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara daselenggarakan oleh lembaga
pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan malsyia

(4) Ketenetuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimlakada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturamerintah.
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Dewasa ini diselenggarakan wajib belajar 9 tahaw &tajib belajar pendidikan
dasar. Dengan demikian, setiap warga negara yangibegujuh sampai dengan lima
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemggaraan pendidikan dasar ini
dapat berbentuk SD dan madrasah ibtidaiyah (VA dientuk lain yang sederajat
(misalnya program Paket A) serta SMP dan madrasatawiyah (Mts), atau bentuk lain
sederajat (misalnya program Paket B).

Latihan:

Setelah selesai mempelajari uraian materi padaategipembelajaran ini, coba Anda
rumuskan : 1) apa yang menjadi cita-cita bangsanesia di bidang pendidikan
sebagaimana tersurat dalam UUD 1945? 2) Kemuka&sal gan ayat di dalam UUD
1945 yang mengamanatkan agar pemerintah menyaekgmn sistem pendidikan
nasional! 3) Apakah yang dimaksud dengan pendidilasional? 4) Apakah dasar dan
tujuan pendidikan nasional? 5) Hak dan kewajibaa sgja yang dimiliki warga negara
mengenai pendidikan? 6) Prinsip-prinsip apakahgy#&arus diperhatikan dalam

penyelenggaraan pendidikan?

Petunjuk Jawaban L atihan:

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Andaupaengkaji kembali alinea keempat
Pembukaan UUD 1945. 2) Cari pada ayat-ayat yari@neung pada Pasal 31 UUD
1945. 3) Cari pada Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20ak@03. 4) Bandingkan dengan
Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003. 5iagkan dengan Pasal 31 ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 5 serta Pasal 6 UU RI No. 20nt&903. 6) Bandingkan dengan
Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Rangkuman:

UUD 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang 8isBendidikan Nasional
merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikasional. Pasal 31 UUD 1945
menjamin hak setiap warga negara untuk mendapdidgikan, mewajibkan setiap warga
negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewaib pemerintah untuk

membiayaninya. Pasal 31 UUD 1945 juga mengamamatkgar pemerintah
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mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pemndidiksional, memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kuranya 20% dari ARBBN APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasiona$ semajukan llImu pengetahuan dan
Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agandan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari RIULNo. 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional - yang dikalamakegiatan pembelajaran ini -
antara lain meliputi: Pasal 1 Ketentuan Umum; @&@aspn mengenai visi, misi, dan
strategi pendidikan nasional; Pasal 2 mengenaardpsndidikan nasional; Pasal 3
mengenai  fungsi dan tujuan pendidikan nasionalsaPa4 mengenai prinsip
penyelenggaraan pendidikan; Pasal 5 s.d.Pasal éhgenai hak dan kewajiban warga
negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah; Basahengenai Pendidikan khusus

dan pendidikan layanan khusus; serta Pasal 3dgenai wajib belajar.

TesFormatif 1
Jawablah semua soal di bawah ini secara singkgetn!

1. Kemukakan cita-cita bangsa Indonesia dalammigigeeendidikan yang terkandung
dalam alinea keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945

2. Amanat apakah yang terkandung dalam Pasal&13dyUD 1945 ?

3. Menurut Pasal 2 UU RI No. 20 Tentang SistendiRigkan Nasional, apakah dasar
pendidikan nasional Indonesia?

. Apakah fungsi pendidikannasional ?

. "Pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketetagamembangun kamauan,
dan mengembangkan kreativitas peserta didik datasep pembelajaran”. Ini adalah
salah satu rumusan dari..penyelenggaraan pendidikan nasional.

6. “Seorang guru tidak adil dalam memberikan faéguil atas hasil belajar para siswanya
dengan alasan perbedaan ras atau suku bangsaddétah contoh pelanggaran
terhadap .... penyelenggaraan pendidikannasional.

7. "Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum bertkasnpetensi” merupakan salah
satu .... pembangunan pendidikan nasional.

8. Siapakah yang harus menjamin tersedianya damatguselenggaranya pendidikan
bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sadgogjan lima belas tahun ?

9. Amanat apakah yang terkandung dalam Pasal &1(2y UUD 1945? mewajibkan
setiap warga negara untuk mengikuti....

A. pendidikan SD. C. pendidikan dasar.
B. pendidikan SMP. D. pendidikan menengah.

(G2l N

10. Berikan contoh pelanggaran orang tua atas Keavajya dalam konteks wajib
belajar.
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A. orang tua siswa tidak ikut menyumbang biaya pmmgnan gedung sekolah
karena tidak memiliki biaya.

B. orang tua siswa tidak membeli buku paket yapgbpihak sekolah karena tidak
memiliki uang untuk membayarnya.

C. orang tua menyuruh anaknya yang berusia 7 tamemgamen di jalanan untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

D. orang tua tidak mengijinkan anaknya yang berusigahun untuk mengikuti
pendidikan SD atau pendidikan yang sederajat.

Balikan dan Tindak L anjut
Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Ridringang terdapat pada
bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Andangébenar, kemudian gunakan

rumus di bawabh ini untuk mengetahui tingkat pengaasinda terhadap materi Kegiatan

Belajar ini.
Rumus:
Jumlah jawaban benar

Tingkat Penguasaan = X 100 %
10

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.
80% - 89 % = Baik.
70% - 79 % = Cukup.

<69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% e sitahkan Anda lanjutkan untuk
mempelajari Kegiatan Belajar Bagus! Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda
masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangigfagiBelajar 1, terutama bagian-
bagian yang belum Anda kuasai.
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Kegiatan Belgjar 2

LANDASAN YURIDIS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PADA JALUR, JENJANG DAN SATUAN PENDIDIKAN

Kegiatan belajar ini mengajak Anda melanjutkan d@ji landasan yuridis
pendidikan, yaitu mengenai sistem pendidikan madigang bersumber dari UU RI No.
20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionahgBn mempelajari kegiatan
belajar ini Anda akan dapat menjelaskan landasaidiguentang jalur, jenjang, jenis ,
dan satuan pendidikan; pendidikan anak usia gendidikan kedinasan, pendidikan
keagamaan, dan pendidikan jarak jauh; kurikuluahasa pengantar; pendidik dan
tenaga kependidikan; sarana, prasarana, pendgmaagelolaan pendidikan, dan peran
serta masyarakat dalam pendidikan; serta evala&sgditasi, sertifikasi, dan standar

nasional pendidikan.

1. Jalur Jenjang, Jenis, dan Satuan Pendidikan
Jalur Pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat tigaur jal
pendidikan, termaktub pada Pasal 13 UU RI No. 20um&003 bahwa:

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan foknmmnformal, dan informal yang dapat saling
melangkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)edgggrakan dengan sistem terbuka
melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pendidikan Formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangttektur
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dgsandidikan menengah, dan pendidikan
tinggi (Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 20 Tahun 2003rstrat pada pasal tersebut dan
ditegaskan lagi pada Pasal 14 bahwa: “Jenjandigi&an formal terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Pendidikan Dasar. Pasal 17 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikag yeelandasi jenjang pendidikan
menengabh.

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (8Dyhdrasah ibtidaiyah (M) atau bentuk lain
yang sederajat serta sekolah menengah pertama (&iRhadrasah tsanawiyah (MTs), atau
bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimtiamzksud pada ayat (1) dan (2) diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Penjelasan atas pasal 17 ayat (2) menyatakan bdtemaidikan yang sederajat
dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dary ysederajat dengan SMP/MTs
adalah program seperti Paket B. (Catatan: Pakeam\ Bl diselenggarakan pada jalur
pendidikan nonformal).

Pendidikan Menengah. Menurut Pasal 18 UU Rl Tahun 2003 bahwa:

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidiaaard

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikanengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah meneatmh (SMA), madrasah aliyah (MA),
sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasahhakgpiruan (MAK), atau bentuk lain
yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaidimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerinBdlam Penjelasan atas pasal 18 ayat (3)
di atas dikemukakan bahwa: “Pendidikan yang seatedgngan SMA/MA adalah program
seperti Paket C. (Catatan: Paket C diselenggarnadaa jalur pendidikan nonformal).

Pendidikan Tinggi. Pasal 19 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikanlaktpendidikan menengah yang
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, nmegispesialis, dan doktor yang
diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sis¢ebuka.

Selanjutnya menurut Pasal 20 bahwa:

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi,tgdalik, sekolah tinggi, institut, atau
universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggargsandidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan progikademik, profesi, dan/atau vokasi.

Selain pasal (19) dan pasal (20) masih terdapat pasal lagi yang mengatur
tentang pendidikan tinggi, yaitu pasal (21) s.cskgh@25). Silakan Anda baca dalam UU
RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jenis Pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang
didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan sa#ttan pendidikan (Pasal 1 ayat 9).
“Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pekaid kejuruan, pendidikan
akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasndi@ikan keagamaan, dan pendidikan
khusus” (Pasal 15 UU RI No0.20 Tahun 2003). Pemgelagtas Pasal 15 ini adalah

sebagai berikut:
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Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan mgaheyang mengutamakan perluasan
pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didikkumelanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengaig ymempersiapkan peserta didik
terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggigranm sarjana dan pascasarjana yang
diarahkan terutama pada penguasaan disiplin iimggiahuan tertentu.

Pendidikan profesimerupakan pendidikan tinggi setelah program sarjama mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan panatan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yangmpersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan terteraksimalsetara dengan program sarjana.
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dassrengah, dan tinggi yang mempersiapkan
peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yagruntut penguasaan pengetahuan tentang
ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pkadidintuk peserta didik yang berkelainan
atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luasdiyang diselenggarakan secara inklusif atau
berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat p&adidasar dan menengah.

Satuan Pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwugndk
dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakaim Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 16 UU Rl NoT&tun 2003). Adapun yang
dimaksud $atuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikamdl, nonformal, dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan” (Pasafat 10 UU RI No. 20 Tahun 2003).
Coba Anda identifikasi berbagai satuan pendidikaatepsetiap jenjang pendidikan formal
sebagaimana telah diuraikan di muka.

Badan Hukum Pendidikan. Pasal 53 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan :

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formaj yhairikan oleh Pemerintah atau
masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksuc padt (1) berfungsi memberikan
pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pgat (1) berprinsip nirlaba dan dapat
mengelola dana secara mandiri untuk memajukanrsatrzdidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan dagngan undang-undang tersendiri.

Pendidikan Nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan drlua
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secastru&tur dan berjenjang (Pasal 1
ayat 12 UU RI No. 20 Tahun 2003). Selanjutnya meinBasal 26 bahwa:

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi wargayamrakat yang memerlukan layanan
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, peaamban/atau pelengkap pendidikan
formal dalam rangka mendukung pendidikan separtjaygt.
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(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkatensd peserta didik dengan penekanan
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilandnalgserta pengembangan sikap dan
kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kegada hidup, pendidikan anak usia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaanmpeen, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pdikdn kesetaraan, serta pendidikan lain
yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pedielik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lenab&grsus, lembaga pelatihan, kelompok
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, daelimapklim, serta satuan pendidikan yang
sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi nmakgayang memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk embgngkan diri, mengembangkan
profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melaajutgendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setdengan hasil program pendidikan formal
setelah melalui proses penialaian penyetaraanlefebaga yang ditunjuk oleh pemerintah
atau pemerintah daerah dengan mengacu pada stesiiamal pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikeriormal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (B dyat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Pendidikan Informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan ketyzar
dan lingkungan (Pasal 1 ayat 13 UU RI No. 20 TaB003). Selanjutnya Pasal 27

menyatakan:

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleHukega dan lingkungan berbentuk
kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayaidkiii sama dengan pendidikan formal
dan nonformal setelah peserta didik lulus ujiamaiedengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikannrdbsebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

2. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Keagamaan,
dan Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lampaadengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikenkumembantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak menkékiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat 14 UU RI R0@.Tahun 2003). Pasal 28 UU RI No.
20 Tahun 2003 selanjutnya menyatakan:

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebetnjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakaalmgalur pendidikan formal, nonformal,
dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikamfdrberbentuk taman kanak-kanak (TK),
raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederaj
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(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikanforomal berbentuk kelompok bermain
(KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk {@ing sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikarorimial berbentuk pendidikan keluarga,
atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkanga

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sélpaga dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut denganaturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 28 ayat (1): Pendidikan asiakdini diselenggarakan
bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahurbwaa@m merupakan prasyarat untuk
mengikuti pendidikan dasar. Penjelasan atas Pasal 28 ayat (3): Taman kamai«KaK)
menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkaibkepan dan potensi diri sesuai
dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudattfdl (RA) menyelenggarakan
pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan ni&i-kéimanan dan ketakwaan
kepada peserta didik untuk mengembangkan potemsiegherti pada taman kanak-kanak.

Pendidikan Kedinasan. Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesj giselenggarakan oleh departemen
atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkanakepuan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai danmadanvai negeri suatu departemen atau
lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan meldlui jeendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan samagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pémtesr.

Pendidikan Keagamaan. Pasal 30 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan
bahwa:

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pentedat@atau kelompok masyarakat dari
pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perunddaggan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan pedidik menjadi anggota masyarakat
yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajareamemya dan/atau menjadi ahli ilmu
agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan padepgdidikan formal, nonformal, dan
informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyadsantren, pasraman, pabhaja
samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaiiiraaisud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengarafuran pemerintah.

Pendidikan Jarak Jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang pesert
didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannyenggunakan berbagai sumber
belajar melalui teknologi komunikasi informasi, daedia lain (Pasal 1 ayat 15 UU RI
No. 20 Tahun 2003). Selanjunya menurut Pasal 3lvévah
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(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jaufjang, dan jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layam@mndidikan kepada kelompok
masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikaarsetatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berdag@uk, modus, dan cakupan yang
didukung oleh sarana dan layanan belajar serensigenilaian yang menjamin mutu lulusan
sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jargk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih ladi@ngan peraturan pemerintah.

3. Kurikulum, Bahasa Pengantar, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga
kependidikan

Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatuesngenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cargy ydigunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mendapean pendidikan tertentu
(Pasal 1 ayat 19 UU RI No. 20 Tahun 2003). Di daldbh Rl No. 20 Tahun 2003
terdapat tiga pasal yang mengatur tentang kurikujaitu Pasal 36, 37, dan 38.

Pasal 36:

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengaca gtahdar nasional pendidikan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikakerdbangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikannsotiaerah, dan peserta didik.
(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendididlatam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, keserdasan, dan minattpeidik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, diain se
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j- persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulkumgsetrena dimaksud pada ayat (1), (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peratuemgrintah.

Pasal 37:

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah waginuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;
d. matematika;
e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
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h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan
j- muatan lokal.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana digthksada ayat (1) .... diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 38:

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidildasar dan menengah ditetapkan oleh
Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikamkan sesuai dengan relevansinya oleh
setiap kelompok atau satuan pendidikan dan koreitelsh/madrasah di bawah koordinasi
dan supervisi dinas pendidikan atau kantor depameragama kabupaten/kota untuk
pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan mgab.

Bahasa Pengantar. Pasal 33 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadsabgtengantar dalam pendidikan
nasional.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa @@ndalam tahap awal pendidikan
apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahaaviatdu keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengada satuan pendidikan tertentu
untuk mendukung kemampuan berbahasa asing pestika d

Peserta Didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang Mberusa
mengembangkan potensi diri melalui proses pembalajgang tersedia pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 4y3J RI No. 20 Tahun 2003).

Hak Peserta Didik. Termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 20ufa2003
bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuadigi&an berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agargadignutnya dan diajarkan oleh
pendidik yang segama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengat) bakat, dan kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yamg ¢vanya tidak mampu membiayai
pendidikannya;

d. menndapatkan biaya pendidikan bagi mereka yanggot@emya tidak mampu membiayai
pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan sgbeadidikan lain yang setara;

menyelesaikan program pendidikan sesuai dengampé&nebelajar masing-masing dan tidak

menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditatapk

-

Kewajiban Peserta Didik. Termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) baht@tiap
peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kabgsungan proses dan keberhasilan
pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikacudti bagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengaatupgn perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 12 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2003 menegebkAwa: “Warga negara
asing dapat menjadi peserta didik pada satuan gikadi yang diselenggarakan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Setayp ayat (4) menyatakan bahwa:
“Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta diellagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut gan peraturan pemerintah”.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan
yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konsglamong belajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sésdengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikatapAn yang dimaksudenaga
kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diridingkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan (Lihat Paaghfi6 dan 7 UU Rl No. 20 tahun
2003). Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 terdapat empasal yang mengatur tentang
pendidik dan tenaga kependidikan yaitu: pasal 8944, 42, 43, dan 44.

Pasal 39:

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adrasijgpengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjasggpendidikan pada satuan
pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yangubast merencanakan dan melaksanakan
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajarafgkmean pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepadgamzkat, terutama bagi pendidik pada
perguruan tinggi.

Pasal 40:

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menatero
a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosiglpamas dan memadai;
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi ker
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengerabkualitas;
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Wak atas hasil kekayaan
intelektual;
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasadanafasilitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakmgemangkan, kreatif, dinamis, dan
dialogis.
b. mempunyai komitmen secara profesional untuk ngitkan mutu pendidikan; dan
c. memberi keteladan dan menjaga nama baik lempagfasi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41:
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerjaaséntas daerah.
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(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidikedaga kependidikan diatur oleh
lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebututiemszendidikan formal.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasib@sian pendidikan dengan pendidik
dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk manj&erselenggaranya pendidikan yang
bermutu.

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidigbagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peeatipemerintah.

Pasal 42:

(1) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dantifkasi sesuai dengan jenjang
kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohania sedgmiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang peikdin anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkoleh perguruan tinggi yang
terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaingdinaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43:

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenagenialikan dilakukan berdasarkan latar
belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, datapré&erja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguru@mggi yang memiliki program
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, danilszstisebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan pewtypemerintah.

Pasal 44:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membinandgsmgembangkan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan otabrpgah dan pemerintah daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkeavajinembina dan mengembangkan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yaetedggarakannya.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantibipaan dan pengembangan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan formal yangjetiggarakan oleh masyarakat.

4. Saranadan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan Pendidikan, dan Peran Serta
Masyar akat dalam Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tentang sarana dan prasarana pendidikan
dinyatakan pada Pasal 45 UU RI No. 20 Tahun 2088,y

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal mdiakan sarana dan prasarana yang
memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan peutwembdan perkembangan potensi
fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosionah Kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan praspemdidikan pada semua satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rdlehih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

Tatang Sy. File 2010 263



Landasan Yuridis Pendidikan

Pendanaan Pendidikan. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003, tentang pendanaan
pendidikan dinyatakan pada Pasal 46 sampai deragai #9.
Pasal 46:

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersartema Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawealyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undadgitdy Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pkadidiebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengarapgan pemerintah.

Pasal 47:

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkagsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat madkg® sumber daya yang ada sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber dana pendidikan sebagmidiaaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pasal 48:

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan padampkeadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidiédaagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Pasal 49:

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan bipgadidikan kedinasan dialokasikan minimal
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar8NAPada sektor pendidikan dan
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belang@dbe(APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Penaridialokasikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemeridtgrah untuk satuan pendidikan diberikan
dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan pergnaatangan yang berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pena¢ridaerah diberikan dalam bentuk hibah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaglber

(5) Ketentuan menganai pengalokasian dana pendidikbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih ladj@ngan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Pendidikan. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 mengenai
pengelolaan pendidikan dinyatakan pada Pasal 5paatangan Pasal 52.
Pasal 50:

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupt@gung jawab menteri.
(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dardat nasional pendidikan untuk menjamin
mutu pendidikan nasional.
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(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menygdesigan sekurang-kurangnya satu satuan
pendidikan pada semua jenjang pendidikan untukmilleegkan menjadi satuan pendidikan
yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinaisis penyelenggaraan pendidikan,
pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediagitasapenyelenggaraan pendidikan
lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidifasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikasar dan pendidikan menengah, serta
satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan nikinoilonomidalam mengelola pendidikan di
lembaganya.

(7) ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan s@baga dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diagbit lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51:

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, diadi dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan mirdevajan prinsip manajemen berbasis
sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilakkanderdasarkan prinsip otonomi,
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yangsparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidiébagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan péntes.

Pasal 52:

(1) Pengeloaan satuan pendidikan nonformal dilakusleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikaformoal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan péntes.

Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan. Mengenai peran serta
masyarakat dalam pendidikan dinyatakan dalam Pasabmpai dengan 56 UU RI No.
20 Tahun 2003. Berikut ini beberapa pasal dan eyatgenai peran masyarakat dalam
pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikanpotelperan serta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusamaocdganisasi kemasyarakatan dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanadidgem (Pasal 50 ayat 2).
Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan sierbaasyarakat pada pendidikan
formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agkimghungan sosial, dan budaya
untuk kepentingan masyarakat (Pasal 55 ayat 1)ydRarggaraan pendidikan berbasis
masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikddnrevaluasi pendidikan, serta
manajemen dan pendanaannya sesuai dengan stasmarah@endidikan (Pasal 55 ayat
2).

Dewan Pendidikan. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pedaya

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasam,eslaluasi program pendidikan
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melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madiréBasal 56 ayat 1 UU RI No. 20
Tahun 2003). Dewan pendidikan sebagai lembaga mdidentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan mékabepertimbangan, arahan dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pmagawendidikan pada tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tida@&mpunyai hubungan hirarkis (Pasal
56 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Komite sekolah/Madrasah. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga
mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatarurpatayanan dengan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarangrdaarana, serta pengawasan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasay&63 UU RI No. 20 Tahun 2003).

5. Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, dan Standar Nasional Pendidikan.
Evaluasi. Pasal 57 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian me@ndiolikan secara nasional sebagai
bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kaméttbk-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, legah dan program pendidikan pada jalur
formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan,jenis pendidikan.

Selanjutnya Pasal 58 UU RI No. 20 Tahun 2003 mexigat

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan olgbndidik untuk memantau proses,
kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta diglilara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, danrprogoendidikan dilakukan oleh lembaga
mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, sistemik untuk menilai pencapaian
standar nasional pendidikan (Pasal 58 ayat 2).

Akreditasi. Pasal 60 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakargpm dan satuan pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjdang jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikiakukan oleh Pemerintah dan/atau
lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk atbilites publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang batserbuka.

Sertifikasi. Pasal 61 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompsien

(2) ljazah diberikan kepada peserta didik sebagai persgaterhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lyjlas yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggagadidikan dan lembaga pelatihan pada
peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakeradap kompetensi untuk
melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji ketewpsi yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi atau lembaga seatfik
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Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2004
menyatakan bahwa:

(1) Standar nasional Pendidikan terdiri atas standarpi®ses, kompetensi lulusan, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaaubjggan, dan penilaian pendidikan yang
harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai apeagembangan kurikulum, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaapetabiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan sertanpgma dan pelaporan pencapaiannya
secara nasional dilaksanakan oleh suatu badanasisas, penjaminan, dan pengendalian
mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikargag@hana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan pe®atpemerintah.

Latihan:

Setelah selesai mempelajari kegiatan pembelajargncoba tuliskan: 1) tiga jalur
pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. 2 ygng dimaksud dengan pendidikan
umum? 3) tiga jenjang pendidikan formal. 4) satpandidikan nonformal apakah yang
setara dengan satuan pendidikan SD? 5) Untuk aped&si dilakukan? 6) kemukakan
sepuluh isi kurikulum yang wajib dimuat dalam kutikm pendidikan dasar dan
menengah 7) tuliskan berbagai hak dan kewajibamdigik yang tertuang dalam UU RI
No. 20 Tahun 2003. 8) kemukakan pula berbagai hakkdwajiban peserta didik.

Petunjuk Jawaban L atihan:

Untuk menjawab pertanyaan no. 1 Anda perlu memgikgmbali jalur pendidikan di
dalam sistem pendidikan nasional. Untuk menjawaltapyaan no. 2 anda perlu
mengingat kembali definisi jenis-jenis pendidik&8y.Bandingkan dengan Pasal 14. 4)
Ingat jenis-jenis Kelompok Belajar Paket. 5)Baigitem dengan Pasal 60 ayat (1). 6)
Bandingkan dengan Pasal 37 ayat (1). 7) Bandinglengan Pasal 40. 8) Bandingkan
dengan Pasal 12 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Rangkuman:

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 dalam sistem pekéditnasional, terdapat tiga jalur
pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, daformal. Pada jalur pendidikan formal
terdapat tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikasar, pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikemaloyang didirikan oleh Pemerintah atau
masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Adgpuais pendidikannya terdiri atas
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikaadaknik, pendidikan profesi, pendidikan

vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus
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Dalam sistem pendidikan nasional diselenggarakda pendidikan anak usia dini,
pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pdswdidiarak jauh, pendidikan khusus, dan
pendidikan layanan khusus.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikasadalan menengah ditetapkan oleh
Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengiifembangkan sesuai dengan
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan gikadi dan komite sekolah/madrasah di
bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan kémtor departemen agama kabupaten/kota
untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikaenengah. Bahasa Indonesia sebagai
Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam ge@mndidasional. Bahasa daerah dapat
digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahappawdidikan apabila diperlukan dalam
penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilantiert

Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dantikasi sesuai dengan jenjang
kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohara, meriliki kkmampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan tenagaetkdidikan mempunyai tugas, hak dan
kewajiban tertentu.

Terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggwadp jantara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikangdR#aan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanaérdasarkan standar pelayanan minimal
dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madr@asdhngkan pengelolaan satuan pendidikan
tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomingdoilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang
transparan.

Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi perata sgerseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan omgiriemasyarakatan dalam penyelenggaraan
dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyaberhak menyelenggarakan pendidikan
berbasis masyarakat pada pendidikan formal danommaf sesuai dengan kekhasan agama,
lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentinganyamakat. Dewan pendidikan sebagai
lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peatagkmutu pelayanan pendidikan dengan
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tesagama dan prasarana, serta pengawasan
pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, darukeaben/kota yang tidak mempunyai hubungan
hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembagadiri dibentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan gemtigan, arahan dan dukungan tenaga,

sarana dan prasarana, serta pengawasan pendiditanipgkat satuan pendidikan.
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Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasiotefuttian evaluasi, akreditasi, dan
sertifikasi. Kriteria minimal tentang sistem penkah di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan R | mengacu pada Standar Nasional Peadidik

Tes Formatif 2

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Dalam sistem pendidikan nasional terdapatjéilys pendidikan, yaitu ....

2. SD/MI tergolong ke dalam jenjang pendidikan ....

3. Mengacu pada Pasal 15 UU RI No 20 Tahun 2008is jpendidikan yang
diselenggarakan di SD adalah pendidikan ....

4. Bentuk (satuan) pendidikan lain pada jalurdigikan nonformal yang dinyatakan
sedarajat/setara dengan SD/MI adalah ....

5. Menurut Pasal 54 UU RI No. 20 Tahun 2003, apenyelenggara dan/atau satuan
pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintaduatnasyarakat berbentuk ....

6. Dua bentuk satuan pendidikan anak usia dimgyAselenggarakan pada jalur
pendidikan formal adalah ....

7. Kepala sekolah memaksa peserta didik untulgiketi pelajaran agama yang
diajarkan oleh guru agama yang tidak seagama deyeganta didiknya. Ini adalah
contoh pelanggaran terhadap ....

8. Peran dari komite sekolah/madrasah adalah ....

9. Akreditasi dilakukan pemerintah untuk ....

10. Pendanaan pendidikan menjadi taggung jawalaterantara ....

Balikan dan Tindak Lanjut:

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Ribr2ngang terdapat pada
bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Andangaenar, kemudian gunakan
rumus di bawabh ini untuk mengetahui tingkat pengaasAnda terhadap materi Kegiatan

Belajar ini.
Rumus:
Jumlah jawaban benar

Tingkat Penguasaan = X 100 %
10

Tatang Sy. File 2010 269



Landasan Yuridis Pendidikan

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.
80% - 89 % = Baik.
70% - 79 % = Cukup.

<69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% g sitahkan Anda lanjutkan untuk
mempelajari Kegiatan Belajar Bagus! Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda
masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangigfagiBelajar 1, terutama bagian-
bagian yang belum Anda kuasai.
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Kegiatan Belajar 3

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SD/MI
DAN GURU SEBAGAI PENDIDIK PROFESIONAL

Kegiatan belajar ini menyajikan dua hal pokok, yai(l) Standar Nasional
Pendidikan SD/MI menurut Peraturan Pemerintah Rl N9 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan; dan (2) mengenai gafagai pendidik profesional
menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru damsedbo Dengan mempelajari
kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskarddsan yuridis tentang standar
nasional pendidikan SD/MI yang meliputi: standgrsgandar proses; standar kompetensi
lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidig@mdar sarana dan prasarana; standar
pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar @enpandidikan. Selain itu Anda juga
akan dapat menjelaskan landasan yuridis tentangglvagai pendidik profesional yang
meliputi: kedudukan, fungsi dan tujuan; prinsipfpeionalitas; kualifikasi, kompetensi,
dan sertifikasi; hak dan kewajiban; pengangkatasmempatan, dan pemberhentian;
pembinaan dan pengembangan; penghargaan dan pedarg cuti; organisasi profesi

dan kode etik guru.

1. Standar Nasional Pendidikan SD/M |

Kajilah secara teliti tentang Standar Nasional Rbkan berkenaan dengan
pendidikan untuk SD/MI, yang termaktub pada PP RL N9 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana disaji&akub ini.
a. Pengertian. Lingkup, fungs, dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Pengertian dan Lingkup. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukidegara Kesatuan Republik
Indonesia (Pasal 1 ayat 1). Lingkup Standar NasiBeadidikan meliputi: a. standar isi;
b. standar proses; c. standar kompetensi lulusdn;standar pendidik dan tenaga
kependidikan; e. standar sarana dan prasaranadgendi f. standar pengelolaan; g.
standar pembiayaan; dan h. standar penilaian p&adi@Pasal 2 ayadt)).

Fungsi dan Tujuan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai didam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendididfam rangka mewujudkan
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pendidikan nasional yang bermutu (Pasal3). Stamdardidikan Nasional bertujuan
menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka erelaskan kehidupan bangsa dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bebaafPasal 4).

b. Standar Isi

Pasal 5

(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat etansi untuk mencapai kompetensi
lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atekenangka dasar dan struktur
kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satymndidikan, dan kalender pendidikan
/akademik.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Pasal 6
(1) Kurikulum untuk pendidikan umum, kejuruan, dan kimipada jenjang pendidikan dasar

dan menengah terdiri atas:
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kelpaina
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengertahuan dan tegno
d. kelompok mata pelajaran estetika;
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, daghetan.

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakamraebolistik sehingga pembelajaran
masing-masing kelompok mata pelajaran mempenganpdéimahaman dan/atau
penghayatan peserta didik.

(5). Semua kelompok mata pelajaran sama pentindalgan menentukan kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan pada pendidikan ddaarmenengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atawentuk lain yang sederajat
menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran roerdaa menulis, kecakapan
berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia p&Davil/SDLB/Paket A,
SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/M@ atau bentuk lain
yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dankafgiatan agama, kewarganegaraan,
kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dstetjasmani, olah raga, dan
kesehatan.

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kejmitngpada SD/MI/SDLB/Paket
A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMKAK, atau bentuk
lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatavatkan kegiatan agama, akhlak mulia,
kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, damligandasmani.

(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekmglada SD/MI/SDLB/Paket A,
atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan nietalatan dan/atau kegiatan bahasa,
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pegetakasial, keterampilan/kejuruan, dan
muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MIBIPaket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket
B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk laiyang sederajat dilaksanakan
melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni ddayh, keterampilan, dan muatan
lokal yang relevan.
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(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga,ldsehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A,
SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MA atau bentuk lain
yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danksgiatan pendidikan jasmani, olah
raga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan a@ammuatan lokal yang relevan.

Pasal 8

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan giadi dituangkan dalam
kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semesteraiselengan Standar Nasional
Pendidikan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (lyitetds standar kompetensi dan
kompetensi dasar.

(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum séibaga dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Panallenteri.

Beban Belajar

Pasal 10

(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMM/SMALB, SMK/MAK
atau bentuk lain yang sederajat menggunakan janbglafaran setiap minggu setiap
semester dengan sistem tatap muka, penugasamkarstdan kegiatan mandiri tidak
terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masiaging.

(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat ambahkan beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelommik pelajaran agama dan akhlak
mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegadlaankepribadian sesuai dengan
kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajavaktu efektif tatap muka, dan
persentase beban belajar setiap kelompok mataapmtafitetapkan dengan Peraturan
Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidjkajang pendidikan dasar dan
menengah berpedoman pada panduan yang disusuBSiiéh.

Pasal 17

(1) Kurikulum  tingkat satuan pendidikan  SD/MI/SDLB, SWHF's/SMPLB,
SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sedgaa dikembangkan sesuai
dengan satuan pendidikan, potensi daerah/kargktetmerah, sosial budaya masyarakat
setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan é&omédrasah, mengembangkan
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusiyardasarkan kerangka dasar
kurikulum dan standar kompetrensi lulusan, di bawapervisi dinas kabupaten/kota
yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SBIP, SMA, dan SMK, dan
departemen yang menangani urusan pemerintahadatigpagama untuk Ml, MTs, MA,
dan MAK.

Kalender Pendidikan/Akademik
Pasal 18
(1) Kalender pendidikan/akademik mencakup permulaamuntahjaran, minggu efektif
belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur
(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapdientuk jeda tengah semester
selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
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(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimakadd pyat (1) untuk setiap satuan
pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan telién

c. Standar Proses.
Pasal 19

(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan digeletkign secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta ditdikk uberpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kréadividan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikslpgserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatdélgm proses pembelajaran
pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaarespnesmbelajaran, pelaksanaan
proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaie@mpengawasan proses pembelajaran
untuk terlaksananya proses pembelajaran yang edisktiefisien.

Pasal 20
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabusedaana pelaksanaan pembelajaran
yang memuat sekurang-kuranya tujuan pembelajanateri ajar, metode pengajaran,
sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagimana dimdédand Pasal 19 ayat (3) harus
memperhatikan jumlah maksimal peserta didik peascelan beban mengajar maksimum
per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajardiag@eserta didik, dan rasio maksimal
jumlah peserta didik setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengageméangkan budaya membaca
dan menulis.

Pasal 22

(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimakslmimdPasal 19 ayat (3) pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakadai teknik penilaian sesuai
dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayatdébat berupa tes tertulis,
observasi, tes praktek, dan penugasan perseoratggakelompok.

(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajdran pengetahuan dan teknologi
pada jenjang pendidkan dasar dan menengah, te&nilajan observasi secara individual
sekurang-kurangnya dilaksnakan satu kali dalamssahester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dithmdékeum Pasal 19 ayat (3) meliputi

pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dagapdnilan langkah tindak lanjut yang

diperlukan.
Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksameses pembelajaran, penilaian hasil

pembelajaran dan pengawasan proses pembalajaantdikgkan oleh BSNP dan ditetapkan

dengan Peraturan Menteri.

d. Standar Kompetensi L ulusan
Pasal 25
(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedgreailaian dalam penentuan
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksua ggat (1) meliputi kompetensi
untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok matajgreh dan mata kuliah atau
kelompok mata kuliah.
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(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa kaekan pada kemampuan
membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjanidpend

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada dyatan (2) mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26
(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidilear bertujuan untuk meletakkan

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhldia, serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

i;ésal 27
(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar daremgat dan pendidikan nonformal
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Panailenteri.

é.”Standar Pendidik dan Tenaga K ependidikan

Pendidik
Pasal 28

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan nkmetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta kekeimampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada @latdalah tingkat pendidikan
minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidikgy dibuktikan dengan ijazah
dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesu&nkean perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjandidikan dasar dan menengah
serta pendidikan anak usia dini meliputi:

f. kompetensi pedagogik;
g. kompetensi kepribadian;
h. kompetensi profesional;

i. kompetensi sosial.
(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ataufieatikeahlian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus ydiadui dan diperlukan dapat diangkat
menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan kiesetaraan.

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agenbgéajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oeNPBdan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 29

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederagmiliki:
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma ehfD-IV) atau sarjana (S1);
b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang penddikSD/MI, kependidikan lain,
atau psikologi ; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Pasal 30
(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya teatis guru kelas dan guru mata pelajaran
yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masingrspendidikan sesuai keperluan.
(3) Guru mata pelajaran sebagaiman dimaksud pada 2yatkurang-kurangya mencakup
guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak nadidga guru kelompok mata

pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan keaehat
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(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atasrg mata peljaran dan
pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masasing satuan pendidikan
sesuai dengan keperluan.

ii".ésal 32
Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlaiarmemiliki kualifikasi minimum
dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangamgajer sebagaimana diatur dalam Pasal
28 sampai dengan Pasal 31.

i;ésal 34
Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkdana@eraturan Menteri berdasarkan usulan
BSNP.

Tenaga Kependidikan
Pasal 35
(1) Tenaga kependidikan pada:

- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekuramgignya terdiri atas kepala
sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga stakaan, dan tenaga kebersihan
sekolah/madrasah.

e. SDLB .... atau bentuk lain yang sederajat selgikarangnya terdiri atas kepala
sekolah, tenaga admisistrasi, tenaga perpustakeaaga laboratorium, tenaga
kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psgkgdekerja sosial, dan terapis.

(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidiégipagimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Panalenteri.

Pasal 38

(2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi aghi agen pembelajaran sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurandgnglama) tahun di SD/MI; dan
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausalddidang pendidikan.

Sebagaimana termaktub pada Pasal 38 ayat (5) bhiiteda kepala satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dikagkbanoleh BSNP dan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 39
(1) Pengawasaan pada pendidikan formal dilakukan a@ebgwas satuan pendidikan.
(2) Kriteria untukmenjadi pengawas satuan pendidikalipiuon
a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (deldphun atau kepala sekolah
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjandigikan yang sesuai dengan
satuan pendidikan yang diawasu;
b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebag&ngawas satuan pendidikan;
c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan selvega dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Panalenteri.

Pasal 41

Tatang Sy. File 2010 276



Landasan Yuridis Pendidikan

(1) setiap satuan pendidikan yang melaksanakan peadidiiiklusif harus memiliki tenaga
kependidikan yang mempunyai kompetensi menyeleaiggarpembelajaran bagi peserta
didik dengan kebutuhan khusus.

(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimaimaakdud pada ayat (1)
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Panakldenteri.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yanegliputi perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber &elajnnya, bahan habis pakai, serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjarases pembelajaran yang teratur
dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasaraaagymeliputi lahan, ruang kelas,
ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidéqg tata usaha, ruang perpustakaan,
ruang laboratorium, ruang bengkelkerja, ruang pratluksi, ruang kantin, instalasi daya
dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadalpatebermain, tempat berkreasi, dan
ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjarmsgs pembelajaran yang teratur
dan berkelanjutan.

i;ésal 48
Standar sarana dan prasarana sebagaimana dima&kud pasal 42 sampai dengan 47
dikembangkan oleh BSNP BSNP dan ditetapkan dengeati?an Menteri.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan meliputi standarggletean oleh Satuan Pendidikan
(Pasal 49 s.d. 58), oleh Pemerintah Daerah (P8¥all&n oleh Pemerintah (Pasal 60-61). Namun
dalam kesempatan ini yang akan Anda kaji hanyaelmadn dengan pengelolaan oleh satuan
pendidikan SD/MI.

Sandar Pengelolaan Oleh satuan Pendidikan
Pasal 49
(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang peadidiisar dan menengah menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan derigamandirian , kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

ii-’.e-tsal 50
(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang lkepatuan pendidikan sebagai
penanggungjawab pengelolaan pendidikan.

Pasal 51

(1) Pengambilan keputusn pada satuan pendidikan dasamdnengah di bidang akademik
dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpehdkepala satuan pendidikan.

(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasamenengah di bidang non-
akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasahyydihadiri oleh kepala satuan
pendidikan.

(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madraskiksdinakan atas dasar prinsip
musyawarah mufakat yang berorientasi pada peniagkatitu satuan pendidikan.
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(1) Setiap satuan pendidikan harus mempunyai pedonmennpangatur tentang:

a.
b.

@—~oaoo

h.

i.
(2) Pe

Kurikulum tingkat satuian pendidikan dan silabus;

Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkanrgblkategori aktivitas satuan

pendidikan selama satu tahun dan dirinci secar@stenan, bulanan, dan mingguan;

Struktur organisasi satuan pendidikan;

Pembagian tugas diantara pendidik;

Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;

Peraturan akademik;

Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal melipata tertib pendidik, tenaga

kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan pganeliharaan sarana dan
prasana,;

Kode etik hubungan antara sesama warga di dalauitgan satuan pendidikan dan
hubungan antara warga satuan pendidikan dengararaéay;,

Biaya operasional pendidikan.

doman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hutid,ae, f, dan h diputuskan oleh

rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepalasgtendidikan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buknc diputuskan oleh komite
sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh pimpinanasatendidikan.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bditetgpkan oleh pimpinan satuan
pendidikan setelah mempertimbangkan masukan daat idewan pendidik dan komite
sekolah/madrasah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bditetepkan oleh pimpinan satuan
pendidikan.

Pasal 53

(1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar renkarja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menesgalian pendidikan yang meliputi
masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud paidd pgzeliputi:

a.

b.

C.

S@ oo

kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwampelajaran, ulangan, ujian,
kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;

jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikuntuk tahun ajaran
berikutnya;

mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkara pinester gasal, semester
genap, dan semester pendek bila ada.

penugasan pendidik pada mata pelajaran atau miggh kian kegiatan lainnya;

buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-mamsatg pelajaran;

jadwal penggunaan dan pemeliharaan sara dan pragaeabelajaran;

pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bah&npakai;

program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kedgdidmad yang meliputi
sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dangp@mygara program;

jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satpandidikan dengan orang
tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidderrgan komite sekolah/madrasah,
untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

rencana anggaran pendapatan dan belanja gamdidikan untuk masa kerja satu
tahun;

jadwal penyusunan laporan akuntabilitas derera satuan pendidikan untuk satu
tahun terakhir.
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(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah renkarja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewamdidik setelah memperhatikan
pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 54

(1) Pengelolaaan satuan pendidikan dilaksanakan sevaradiri, efisien, efektif, dan

akuntabel.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjandidikan dasar dan menengah
dipertanggungjawakan oleh kepala satuan pendidikgada rapat dewan pendidik dan
komite sekolah/madrasah.

Pasal 55
Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantawgenasi, evaluasi, pelaporan, dan
tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidika komite sekolah/madrasah atau

bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak g/dierkepentingan secara teratur dan

berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efeldijidan akuntabilitas satuan pendidikan.
Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial darademik dilakukan secara teratur dan

berkesinambungan oleh pengawas atau penilik sapemdidikan dan kepala satuan

pendidikan.
Pasal 58

(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kepekalidi pimpinan satuan pendidikan,
dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.

(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah lapdehnpendidik ditujukan kepada
pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali pesdidik berisi hasil evaluasi dan
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekukian sekurang-kurangnya setiap
akhir semester.

(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepaagipan satuan pendidikan, berisi
pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dakuliihkn sekurang-kurangnya setiap
akhir semester.

(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oletpipan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada yat (1) ditujukan kepadsite sekolah/madrasah dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisisilh evaluasi dan dilakukan
sekurangkurangnya setiap akhir semester.

(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan nonformairéapoleh pengawas atau penilik
satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Wali katelalui Dinas Kabupaten/Kota
yang bertanggungjawab di bidang pendidikan darasgtendidikan yang bersangkutran.

(6) Untuk pendidikandasar dan menengah keagamaan,atapoleh pengawad satuan
pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agdtabupaten/Kota dan satuan
pendidikan yang bersangkutan.

(8) Setiap pihak yang menrima laporan sebagaimanakdud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (7) wajib menindaklanjuti laporan tersebutuknimeningkatkan mutu satuan
pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas petaaggang ditemukannya.

g. Standar Pembiayaan

Pasal 62
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(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investésya operasi, dan biaya personal.

(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimlagada ayat (1) meliputi biaya
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangarr slaphenanusia, dan modal kerja
tetap.

(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat €liputi biaya pendidikan yang
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisagikeni proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimdalemia ayat (1) meliputi:

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta sd¢gajangan yang melekat pada gaji;

b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. biaya operasi pendidikan tk langsung berupa daya, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembosparsasi, konsumsi, pajak,
asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetaptangan Peratuaran Menteri
berdasarkan usulan BSNP.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 63
(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dd@amenengah terdiri atas:
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimamakkud dalam Pasal 63 pada ayat (1)
butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk antam proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulartgagah semester, ulangan akhir
semester, dan ulangan kenaikan kelas.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dignnantuk:

a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; da
c. memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaranmegdan akhlak mulia serta kelompok
mata pelajaran kewarganegraan dan kepribadiaruétdakmelalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikayk wmmenilai perkembangan
afeksi dan kepribadian peserta didik;serta
b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk menguskekeognitif peserta didik.

(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajarauifmengetahuan dan teknologi diukur
melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk laig gasuai dengan karakteristik materi
yang dinilia.

(5) Peniulaian hasil belajar kelompok mata pelajaraeti&a dilakukan melalui pengamatan
terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk megmidiembangan afeksi dan ekspresi
psikomotorik peserta didik.

(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaraimias, olah raga, dan kesehatan
dilakukan melalui:

a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikayk wmmenilai perkembangan
psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspekikpeserta didik.
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(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNRerbikan panduan penilaian
untuk:
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan keaia
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tegnol
d. kelompok mata pelajaran estetika;
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, darhitse.

Penilaian Hasil Belagjar oleh Satuan Pendidikan
Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan gab@na dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian sad@mpetensi lulusan untuk semua
mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pgata(®) untuk semua mata pelajaran
pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mkdilompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok matgapiaestetika, kelompok mata
pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan mengzgailaian akhir untuk menentukan
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayahé®)pertimbangkan hasil penilaian
peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimakslairdRasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pgata(d) untuk semua mata pelajaran
pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dkaku melalui ujian
sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan pesiditadari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah setvege dimaksud pada ayat (4),
peserta didik harus mendapatkan nilai yang samaleltéh besar dari nilai batas ambang
kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelommpata pelajaran agama dan
akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaman kepribadian, kelompok
mata pelajaran estetika, serta kelompok mata patajasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sékoladrasah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penilaian Hasil Belgjar oleh Pemerintah
Pasal 66

(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dBasal 63 ayat (1) butir ¢ bertujuan
untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pergeta dan teknologi dan dilakukan
dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkemdidan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya safudeal sebanyak-banyaknya dua kali
dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggaraji@m masional yang diikuti
peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalundl pendidikan dasar dan menengah
dan jalur nonformal kesetaraan.

(2) Dalam menyelenggarakan ujian nasional BSNP belarjasdengan instansi terkait di
lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PeradriiKabupaten/Kota, dan satuan
pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebihutadgngan Peraturan Mentyeri.

Pasal 68

(1) Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satingbangan untuk:

a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;

Tatang Sy. File 2010 281



Landasan Yuridis Pendidikan

b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari programadiam/satuan pendidikan;
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuardg@nddalam upayanya untuk
meningkatkan mutu pendidikan.
Pasal 69

(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dadan menengah dan pendidikan jalur
nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasiaten berhak mengulanginya
sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan péaatid

(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud paddByatjib mengikuti satu kali ujian
nasional tanpa dipungut biaya.

(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikytanu nasional setelah memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keteramggihujian nasional yang diterbitkan
oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional

Pasal 70

(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sgde Ujian Nasional mencakup
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, danMengetahuan Alam (IPA).

(2) Pada program Paket A, Ujian Nasional mencakup matajaran Bahasa Indonesia,
Matematikan dan llmu Pengetahuan Alam (IPA), limendetahuan Sosial (IPS) dan
Kewarganegaraan.

Pasal 71
Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan dB&NP dan ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.

Kelulusan
Pasal 72
(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidilpada pendidikan dasar dan
menengah setelah :

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akimituk seluruh mata pelajaran
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak muliapngebk mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mat@apmtaestetika, dan kelompok
mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok matajgman ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan

d. Lulus Ujian Nasional.

(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikantajiiean oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikemizangheh BSNP dan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaperecapaian standar
nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintatidbentuk Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Adapun untuk penjaminan dan @edglian mutu pendidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluaseditasi, dan sertifikasi.
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2. Guru sebagai Pendidik Profesional

Anda dipersilakan mengkaji secara teliti pasabpadentang guru yang
termaktub pada Undang-Undang Rl No. 14 Tahun 208Btahg Guru dan Dosen
sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Guru, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utameadidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan reealgasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formaéndidikan dasar, dan pendidikan
menengah (Pasal 1 ayat 1). Berikut ini deskripdukleikan, fungsi, dan tujuan guru:

Pasal 2
(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profespau jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan anak usiapdidéa jalur pendidikan formal yang
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Pengakuan kedudukam guru sebagai tenaga profesielmayjaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
Pasal 4
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaidiisnaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran gebagai agen pembelajaran berfungsi
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Pasal 6
Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profediertajuan untuk melaksanakan sistem
pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikasional, yaitu berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yanigneerdan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakegatik, madiri, serta menjadi warga negara
yang demokratis dan bertanggung jawab.

b. Prinsip Profesionalitas

Pasal 7
(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidangrigeln khusus yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealssm
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidik&eimanan, ketakwaan, dan
akhlak mulia;
memiliki kualifikasi akademik dan latar belakangqgilik sesuai dengan bidang tugas;
memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengdary tugas;
memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugaskegionalan;
memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai deprgatasi kerja;
memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofataon secara berkelanjutan
dengan belajar sepanjang hayat;
memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melak&amaugas keprofesionalan; dan
memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewemangnengatur hal-hal yang
berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

—5 @moao
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(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan prdfesin diselenggarakan melalui
pengembangan diri yang dilakukan secara demokitagikeadilan, tidak diskriminatif, dan
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasiusia, nilai keagamaan, nilai kultural
kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

c. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompeténsertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkgnan pendidikan nasional.
Pasal 9
Kualifikasi akademi sebagaimana dimaksud dalam |IP&sdiperoleh melalui pendidikan
tinggi program sarjana atau program diploma empat.
Pasal 10
(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasaliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan lkbdemsi profesional yang diperoleh
melalui pendidikan profesi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guriagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam IP&gidiberikan kepada guru yang
telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pergurdignggi yang memiliki program
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditagititapkan oleh Pemerintah.
(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objekt#fnsparan, dan akuntable.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi perdigtbagaimana dimaksu pada ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat mhkdinemiliki kesempatan yang sama
untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidiédantu.
Pasal 13
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakeggaran untuk peningkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagiru dalam jabatan yang diangkat oleh
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Petalerirppemerintah daerah, dan
masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuknugaitan kualifikasi akademik dan
sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada &¥atdiatur dengan Peraturan
Pemerintah.

d. Hak dan Kewajiban

Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guruakerh

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup mmimi dan jaminan
kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai demgendan prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas hddk atas kekayaan
intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasamabalp@ran untuk menunjang
kelancaran tugas keprofesionalan;
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f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian ¢am menentukan kelulusan,
penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta dilikisdengan kaidah pendidikan,
kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dadéaiksanakan tugas;

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organasesi;

i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penerkehijakan pendidikan;

j-  memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan gketkan kualifikasi
akademik dan kompetensi; dan/atau

k. memperoleh pelatihan dan pengembangan perofesndatingnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagantimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum selvege dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan ganelekat pada gaji, serta penghasilan
lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsiohatjangan khusus, dan maslahat
tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagaiyguny ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi.

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yandeatiggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan paraperundang-undangan.

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yandefiggarakan oleh masyarakat diberi
gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatga bersama.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimianaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) kepada guru yang telah memiliki serifikat peliklyang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang disgéeagan oleh masyarakat.

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksudkan pada(&yatiberikan setara dengan 1
(satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh aatpendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingleda kerja, dan kualifikasi yang
sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayaliglbkasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau erggandapatan dan belanja daerah
(APBN).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profasiigebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan PeratBeamnerintah.

Pasal 17

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikgangan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yéamgkht oleh satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemeidiaitah.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikasidsutunjangan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepadayang diangkat oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakaise@engan peraturan perundang-
undangan.

(3) Tunjangan fungsional sebagimana dimaksud pada €éhatdan subsidi tunjangan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kaisilkcan dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatéeldaja daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaidiareksud dalam Pasal 15 ayat
(1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada aydibgr)kan setara dengan 1 (satu)
kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan |diken yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkag kesj®, dan kualifikasi yang sama.
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(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemeridéegnah di daerah khusus, berhak
atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerinefaklgesuai dengan kewenangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusbaga&mana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Retale.

Pasal 19

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dala fasglat (1) merupakan tambahan
kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjapeadidikan, asuransi pendidikan,
beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudattak memperoleh pendidikan
bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehataun,teatuk kesejahteraan lain.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjaminujiedmya maslahat tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambabbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, gurebejiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proseselpgamdn yang bermutu, serta
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadedsak kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmuepaimgan, teknologi, dan seni;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dapertimbangan jenis kelamin, agama,
suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latatakang keluarga, dan status sosial
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undanganumukdan kode etik guru, serta
nilai-nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuanabangs

e. Wajib Kerja dan I katan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat membedakidtentuan wajib kerja kepada
guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yargenuhi kualifikasi akademik dan
kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai gutaedah khusus di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan wargaradgdonesia sebagai guru dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayatdidiyr dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menetapkarikptan dinas bagi calon guru
untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikasiomal atau kepentingan
pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinagibcalon guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan fiteate

Pasal 23

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan gutanildinas berasrama di lembaga
pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamineazfisidan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidilkarmaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kongpeyang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan pendidikan nasional. Pedididertaraf internasional, dan
pendidikan berbasis keunggulan lokal.
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f. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pember hentian

Pasal 24
(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baikndglanlah, kualifikasi akademik,

maupun dalam kompetensi secara merata untuk manj&etierlangsungan satuan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formetta untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan dasar dan menengah yang diselenggacééafPemerintah.

(2) Pemerintar provinsi wajib memenuhi kebutuhan gilmaik dalam jumlah, kualifikasi
akademik, maupun dalam kompetensi secara meratk amenjamin keberlangsungan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesngadeéewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuparu, baik dalam jumlah,
kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secarerata untuk menjamin
keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikdnuesia dini jalur pendidikan formal
sesuai dengan kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikdniesia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yantpdgggarakan oleh masyarakat wajib
memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlakglifikasi akademik, maupun
kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pixaahid

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan setgektib dan transparan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan igandighng diselenggarakan
Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengatuPem Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan igandighng diselenggarakan
masyarakat dilakukan oleng penyelenggara pendidian satuan pendidikan yang
bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atayp&katan kerja bersama.

Pasal 26

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemeridtggrah dapat ditempatkan pada
jabatan struktural.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan gury yhangkat oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimiianaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27
Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai gada gatuan pendidikan di Indonesia
wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perngdamdangan.

Pasal 28

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemeridts@rah dapat dipindahtugaskan
antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkatammaupun antarsatuan pendidikan
karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dapiatanosi.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerimtabrah dapat mengajukan
permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, aakangaten/antarkota, antarkecamatan
maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan eraterundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Petaériatau pemerintah daerah
memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksuglada ayat (2) sesuai dengan
kewenangan.

(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diggleakan oleh masyarakat diatur
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidiag bersangkutan berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guragamana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Retale.

Pasal 29
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(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperolelydradk meliputi kenaikan pangkat
rutin secara otomatis, kenaikan pangakat istimewharsyak 1 (satu) kali, dan
perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerididrah wajib menandatangani
pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di dadreduk paling sedikit selama 2 (dua)
tahun.

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerit&inah yang telah bertugas selama
2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berha#fapi tugas setelah tersedia guru
pengganti.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah apamerintah daerah wajib
menyediakan guru pengganti untuk menjamin kebeslamgan proses pembelajaran pada
satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertudiaslaerah khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dant &a diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 30
(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabgtaeebagai guru karena:

a. meninggal dunia;

b. mencapai batas usia pensiun;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak daygddéksanakan tugas secara terus-
menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kbgesama antara guru dan
penyelenggara pendidikan.

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat daatan sebagai guru karena:

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kergatna; atau

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selanfsatu) bulan atau lebih
secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud padalgydarf ayat (2) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun selzagadimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemeridtsrah yang diberhentikan dari
jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimakgtd(1) huruf a dan huruf b, tidak
dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawairngiil.

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalamaP3@&akyat (2) dapat dilakukan
setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatak orembela diri.

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggaralkdnmobsyarakat yang diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri mengseikompensasi finansial sesuai
dengan perjanjian kerja atau kesempatan kerjafersa

g. Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32
(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembiut@ampengembangan profesi dan
karier.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaidiareksud pada ayat (1)
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keprimadi kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional.
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(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaidiareksud pada ayat (1)
dilakukan melalui jabatan fungsional.

(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagadimaksud pada ayat (1) meliputi
penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategi pembinaan dan pengembangangpidde karier guru pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintahepetah daerah, atau masyarakat

ditetapkan dengan Peraturan Mentri.
Pasal 34

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina ndangembangkan kualifikasi
akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikag diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh md&tarwajib membina dan
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompeteunsi.g

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikaygasan untuk meningkatkan
profesionalitas dan pengabdian guru pada satuagidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu noameakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembatajamembimbing dan melatih
peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayatd@ah sekurang-kurangnya 24
(dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-kaggad0 (empat puluh) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentukan lebih lanjut mengenai beban kerja gehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Penghargaan

Pasal 36

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasaatEnbertugas di daerah khusus berhak
memperoleh penghargaan.

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di déénagus memperoleh penghargaan
dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau nestar

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, petaierdaerah, masyarakat, organisasi
profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolabkat desa/kelurahan, tingkat
kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat proyitisgkat nasional, dan/atau tingkat
internasional.

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam kbéantda jasa, kenaikan pangkat
istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk perggemn lain.

(4) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalamaangknperingati hari ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahuovipsi, hari ulang tahun
kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan,pendidikan nasional, hari guru
nasional, dan/atau hari besar lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diaturgde Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasionabaelpgnghargaan kepada guru yang

diatur dengan peraturan perundang-undangan.
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i. Perlindungan

Pasal 39

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organigefesi, dan/atau satuan
pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap glalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (lijputieperlindungan hukum,
perlindungan profesi, serta perlindungan keselamddés kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada &yaméncakup perlindungan
hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perladiskniminatif, intimidasi, atau
perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, grama peserta didik, masyarakat,
birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada @yatnencakup perlindungan
terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak semrgjan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, ptasba dalam menyampaikan
pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pesab4talarangan lain yang dapat
menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sefzaga dimaksud pada ayat (2)
mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan &wamkerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, keselg&ongan kerja, dan/atau resiko
lain.

j. Cuti

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan pangasghdangan.

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tempperoleh hak gaji penuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimanskiud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Organisasi Profes dan Kode Etik

Pasal 41

(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifatpedden.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayabeffungsi untuk memajukan
profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasgpehkdidikan, perlindungan profesi,
kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimgladal ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat métagsbrganisasi profesi guru
dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangani grofes

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

a. menetapkan dan menegakan kode etik guru;

b. memberikan bantuan hukum kepada guru;

c. memberikan perlindungan profesi guru;

d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi dmnu;

e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan bartguru dalam pelaksanaan

tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru neertolik kode etik.

Tatang Sy. File 2010 290



Landasan Yuridis Pendidikan

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) basisha dan etika yang mengikat

perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesional
Pasal 44

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasegrafuru.

(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehorngatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar orgapisdesi guru.

(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud patélaghbentuk untuk mengawasi
pelaksanaan kode etik duru dan memberikan rekomsenglemberian sanksi atas
pelanggaran kode etik oleh guru.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaidimaksud pada ayat (3) harus
objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentaangdengan anggaran dasar organisasi
profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomsindlewan kehormatan guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

|. Sanksi

Pasal 77

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemeridtgrah yang tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20alikanki sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sanki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

C. penundaan pemberian hak guru;

d. penurunan pangkat;

e. pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentakdiehgan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimakiglam Pasal 22 tidak
melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian katj&kesepakatan kerja bersama diberi
sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikaau atatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak merkala kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi sesuajadeperjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakaksi oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenakan sanksi sebagaimana dimakswdgad (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79
(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikam ryetakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, #adasal 39, Pasal 63 ayat (4),
Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dg@gaturan perundang-undangan.
(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidiu
d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidika

m. Ketentuan Peralihan

Pasal 80
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(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik mempleh tunjangan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dain (2y dan memperoleh
maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasght (2) paling lama 10
(sepuluh) tahun, atau guru yang bersakutan telamemehi kewajiban memiliki
sertifikat pendidik;

(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi glan dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaeadapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitegad guru dan dosen tetap berlaku

sepanjang tidak bertantangan atau belum digangjadeperaturan baru berdasarkan Undang-

Undang ini.

n. Ketentuan Penutup
Pasal 82
(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikaadflik paling lama dalam waktu
12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunyaddgdJndang ini.
(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik daertgikat pendidik sebagaimana
dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhiifkasi akademik dan sertifikat
pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak lkeriga Undang-Undang ini.

Latihan:

Setelah selesai mempelajari kegiatan pembelajaiiarcaba tuliskan: 1) fungsi standar
nasional pendidikan. 2) Lingkup standar nasiomaididikan. 3) terdiri atas kelompok
mata pelajaran apa saja kurikulum untuk jenis pkain umum pada jenjang pendidikan
dasar? 4) Siapakah yang harus mengembangkan kuriktihgkat satuan pendidikan
(SD/MI) dan silabusnya? 5) Siapakah yang mengendangompetensi lulusan

pendidikan dasar? 6) Kompetensi apa saja yang liamiski pendidik (guru) sebagai

agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasarKewukakan prinsip-prinsip

profesionalitas guru! 8) kemukakan pula kewajibamugdalam melaksanakan tugas
keprofesionalannyal

Petunjuk Jawaban L atihan:

Jawaban latihan/tugas nol s.d. no 6 harus mengada PP Rl No. 19 Tahun 2005.
Untuk no. 1) lihat pasal 3. 2) lihat pasal 2. Bptipasal 6 ayat (1). 4) lihat pasal 17 ayat
(2). 5) lihat pasal 27 ayat (1). 6) lihat pasal&@&t (3). 7) lihat pasal 7 UU RI No. 14
Tahun 2005. 8) lihat pasal 20 UU RI No. 14 Tahu@320
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Rangkuman:

Standar Nasional Pendidikan SD/MI — sebagai bategian dalam kegiatan
pembelajaran ini — mengacu pada PP RI No. 19 Ta2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan. Lingkupnya meliputi: standar isi; st@nproses; standar kompetensi lulusan;
standar pendidik dan tenaga kependidikan; stangi@na dan prasarana pendidikan;
standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan stpeidaian pendidikan.

UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen nakamp salah satu
landasan yuridis tentang guru sebagai tenaga jwofds Di dalamnya antara lain
menetapkan tentang kedudukan, fungsi dan tujuam; gprinsip profesionalitas;
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru; hd&n kewajiban guru; pengangkatan,
penempatan, dan pemberhentian guru; pembinaanataembangan guru; penghargaan

dan perlindungan terhadap guru; cuti; organisagfiegr dan kode etik guru.

TesFormatif 3

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Apakah tujuan standar nasional pendidikan?

2. Meliputi apa sajakah perencanaan proses peajaksah yang harus disusun pada
satuan pendidikan sesuai standar proses menangtsstnasional pendidikan?

3. Kemukakan kualifikasi akademik dan sertifigahdidik yang harus dimiliki pendidik
pada SD/MI sesuai dengan standar pendidik dan gehagendidikan menurut
standar nasional pendidikan!

4. Harus berpedoman pada panduan yang dikeluarkaim siapakah penyusunan
kurikulum pada tingkat satuan pendidikan pada jen@endidikan dasar ?

5. Menurut standar penilaian pendidikan, digunakatuk apakah penilaian hasil belajar
oleh pendidik ?

6. Menurut standar penilaian pendidikan, mencakgpa pelajaran apa sajakah yang
diujikan kepada peserta didik dalam ujian nasipaala SD/MI?

7. Menurut standar pengelolaan oleh satuan piadiddilakukan oleh siapa dan
melalui kegiatan apakah pengambilan keputusan ggtdan pendidikan dasar di

bidang akademik?
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8. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005, harus dibkti dengan apakah agar guru
diakui berkedudukan sebagai tenaga profesional?

9. Apakah fungsi kedudukan guru sebagai tenagf@gonal?

10. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005, oleh karenakap guru dapat diberhentikan
tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru?

Balikan dan Tindak L anjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes FidBngang terdapat pada
bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Andangébenar, kemudian gunakan
rumus di bawabh ini untuk mengetahui tingkat pengaasAnda terhadap materi Kegiatan

Belajar ini.
Rumus:
Jumlah jawaban benar

Tingkat Penguasaan = X 100 %
10

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.
80% - 89 % = Baik.
70% - 79 % = Cukup.

<69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke la¢maarti Anda sudah selesai
mempelajari BBM ini.Bagus ! Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda mdisih
bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatandetd, terutama bagian-bagian

yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban:

TesFormatif 1

1. Cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalarea keempat Pembukaan UUD RI
1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
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2. Amanat yang terkandung dalam pasal 31 ayat RUTAhin 1945 adalah agar
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakanyséemspendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertalakmllia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur demgkmg-undang.

3. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila ddarngd-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Fungsi pendidikan nasional adalah “mengembandeamampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat caigka mencerdaskan
kehidupan bangsa”.

. Salah satu rumusan prinsip penyelenggaraan gikadinasional.

. Contoh pelanggaran terhadap prinsip penyeleagggrendidikan nasional.

5
6
7. Salah satu strategi pembangunan pendidikaomedsi
8. Pemerintah.

9

. Amanat yang terkandung dalam Pasal 31 ayat 2 W45 adalah mewajibkan setiap
warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar.
10. Contoh: Orang tua tidak mengijikan anaknya ylaagisia 7 tahun untuk mengikuti
pendidikan SD atau pendidikan yang sederajat.

TesFormatif 2

1. Pendidikan formal, pendidikan nonformal, dandpeikan informal.

2. Jenjang pendidikan dasar.

3. Jenis pendidikan umum.

4. Program Paket A.

5. Badan Hukum Pendidikan.

6. Taman kanak-kanak (TK) dan raudatul athfal (RA).

7. Pelanggaran terhadap hak peserta didik.

8. Peranan komite sekolah/madrasah adalah urdningkatkan mutu pelayanan
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukuegaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tsafkan pendidikan.

9. Akreditasi dilakukan untuknenentukan kelayakan program dan satuan pendigiada
jalur pendidikan formal dan nonformal pada sete&pgng dan jenis pendidikan.

10. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawabalmer antara Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat.

TesFormatif 3

1. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamirtu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membestiak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
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N

Perencanaan proses pembelajaran meliputi siladars rencana pelaksanaan
pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya typeambelajaran, materi ajar,
metode pengajaran, sumber belajar, dan penilasihbdedajar.

3. Pendidik pada SD/MI harus memiliki: a. kuakfgt akademik pendidikan minimum
diploma empat (D IV) atau sarjana (S1); b. latdakeng pendidikan tinggi di bidang
pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologan c. sertifikat profesi guru
SD/MIL.

4. Harus berpedoman pada panduan yang dikeluarldm Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP).

5. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakamuk: a. menilai pencapaian
kompetensi peserta didik; b. bahan penyusunandagamajuan hasil belajar; dan c.
memperbaiki proses pembelajaran.

6. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nagiqgmada SD/MI mencakup Bahasa
Indonesia, Matematika, dan IImu Pengetahuan Al&AXl

7. Dilakukan oleh Rapat Dewan Pendidik yang dipimoleh kepala satuan pendidikan.

8. Harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

9. Fungsi kedudukan guru sebagai tenaga professadalah untuk meningkatkan
martabat dan peran guru sebagai agen pembelajarimgsi untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional.

10. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormagalaatan guru karena: a. melanggar

sumpah dan janji jabatan; b. melanggar perjanjiarjakatau kesepakatan kerja

bersama; atau melalaikan kewajiban dalam menjatankgas selamal (satu) bulan
atau lebih secara terus menerus.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 T&005 Tentang “Standar Nasional
Pendidikan”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdb.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahur8Zl#htang “Sistem Pendidikan
Nasional”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 TahurbZGéhtang “Guru dan Dosen”.

Glosarium

* Bimbingan, bantuan yang diberikan kepada peserta didik dadengka upaya
menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan menetkeen masa depan.
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BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan.

Jalur pendidikan, wahana yang dilalui peserta didik untuk mengergkan potensi
diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuaiadetguan pendidikan.

Jenjang pendidikan, tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasankgkett
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicd@a kemampuan yang
dikembangkan.

Komite Sekolah/M adrasah, adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serkaltamasyarakat yang peduli
pendidikan.

Kurikulum, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tigudan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoengelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikanrterte

L atihan, bantuan yang diberikan kepada peserta didik dadengka upaya menguasai
keterampilan.

M anajemen Berbasis sekolah/M adrasah, bentuk otonomi manajeman pendidikan
pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kegdalah/madrasah dan guru dibantu
oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegj@ndidikan.

Pembelajaran, proses interaksi peserta didik dengan pendidikstanber belajar
pada suatu lingkungan belajar.

Pendidik, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagau, glasen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instrukturjlfeeor dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalawyeteaggarakan pendidikan.
Pendidikan Jarak Jauh, pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari id

dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumlagarelelalui teknologi
komunikasi informasi, dan media lain.

Pendidikan Anak Usia Dini, suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yanku#tda melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhapetkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasekdiglikan lebih lanjut.
Pendidikan dengan sistem terbuka, pendidikan yang diselenggarakan dengan
fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian progiantas satuan dan jalur
pendidikan (multi entry — multi exit system). Pe¢aetidik dapat belajar sambil
bekerja, atau mengambil program-progream pendidieaa jenis dan jalur
pendidikan yang berbeda secara terpadu dan bejkiaiamelalui pembelejaran tatap
muka atau jarak jauh.

Pendidikan multi makna, proses pendidikan yang diselenggarakan dengan
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berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, ptrkAenvatak dan kepribadian,
serta berbagai kecakapan hidup.

» Pengajaran, bantuan yang diberikan kepada peserta didik dadengka upaya
menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

» Peserta didik, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkansipdite
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jaigang, dan jenis pendidikan
tertentu.

» Standar Nasional Pendidikan, kriteria minimal tentang sistem pendidikan di setu
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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